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Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dan sebaik apa implementasi prinsip fleksibilitas pada instansi
pemerintah tentang pengelolaan dana BLUD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dan data primer.
Data sekunder berasal dari kajian literatur, dokumentasi dan jurnal ilmiah, sedangkan data primer diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD
pada instansi pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik yakni dengan memberikan informasi terbuka kepada
masyarakat, dan mematuhi prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

Kata kunci: Dana BLUD,Implementasi prinsip fleksibilitas.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan instansi pemerintah,
terutama di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemerintah telah mengeluarkan regulasi
seperti Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. BLUD adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa orientasi
keuntungan utama. BLUD merupakan sebuah badan yang dapat diberi tugas dan tanggung jawab
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan

pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Eljawati, 2019).
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Badan layanan umum memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan
daerah berdasarkan prinsip ekonomis, dan produktivitas serta penerapan bisnis yang sehat.
Sehingga penerapan badan layanan umum tidak boleh merugikan masyarakat, dan apabila terdapat
keluhan dari masyarakat harus dapat diatasi dan memberikan solusi yang menguntungkan bagi
masyarakat. Kegiatan badan layanan umum sebagai unit kerja daerah bertujuan untuk memberikan
layanan umum yang pengelolaanya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi
induk bersangkutan. Oleh karena itu, badan layanan umum merupakan bagian perangkat daerah
dimana status badan hukum badan layanan umum tidak terpisahkan dari organisasi pemerintah
daerah.

BLUD telah melakukan perubahan dalam pencatatan keuangan dari sistem akuntansi
berbasis kas menjadi berbasis akrual dan penyusunan anggaran dari sistem tradisional menjadi
berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus
memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
tujuan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD pada rumah sakit adalah untuk
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan
melalui laporan keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan atau kekayaan pada periode
tertentu, memberikan gambaran tentang kinerja finansial suatu organisasi. Permendagri Nomor 79
Tahun 2018 juga menerangkan bahwa SKPD yang berada dibawah naungan pemerintah daerah
wajib menerapkan PPK-BLUD khususnya pada lembaga yang bergerak di bidang jasa layanan
kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas. PPK-BLUD merupakan suatu sistem yang memberikan
fleksibilitas kepada SKPD dalam mengelola keuangannya dengan menganut prinsip transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

Menurut Syahromi (2020) bentuk fleksibilitas yang dimiliki PPK-BLUD antara lain
kebebasan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran BLUD, kebebasan mengelola utang dan
piutang, kebebasan melakukan investasi dan penerimaan pembiayaan, serta kebebasan dalam
melakukan kerjasama. Bentuk kebebasan tersebut dibuktikan dengan adanya hak istimewa yang
dimiliki oleh RS daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD, dimana instansi terkait tidak wajib

menyetorkan pendapatannya ke kas daerah dan memanfaatkan pendapatan tersebut dengan sebaik-
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baiknya untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat. Hadirnya sistem PPK-BLUD
menjadi salah satu bentuk reformasi ekonomi pada birokrasi yang menitikberatkan pada sistem
perencanaan anggaran yang sebelumnya berupa penganggaran tradisional menuju penganggaran
berbasis kinerja sehingga pemanfaatan dana anggaran menjadi lebih efisien serta berorientasi pada

hasil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut
Sugiyono (2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau
menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur
ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan
mengolah data seperti wawancara, catatan lapangan, hasil observasi, dokumentasi berupa foto
maupun video, dan sebagainya. Data tersebut kemudian akan diolah dan diinterpretasikan, pada
penelitian ini dilakukan pendeskripsian implementasi prinsip fleksibilitas pengelolaan BLUD pada
instansi pemerintah.

Selanjutnya metode kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis mengenai
suatu fenomena yang ada. Penelitian kualitatif ini mengutamakan makna dari suatu fenomena yang
ada. Oleh karenanya, dipilih metode kualitatif ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada
fenomena yang ada di instansi pemerintahan mengenai implementasi prinsip fleksibilitas
pengelolaan BLUD pada instansi pemerintah. Lebih lanjut, hasil yang diharapkan oleh penelitian
ini cenderung mengenai apakah implementasi prinsip fleksibilitas ini sudah berlangsung dengan

baik atau belum.

PEMBAHASAN

Pola pengelolaan BLUD adalah pola yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018, instansi yang berada dibawah naungan pemerintah
daerah wajib menerapkan PPK-BLUD khususnya pada lembaga yang bergerak di bidang jasa
layanan kesehatan seperti rumah sakit. PPK-BLUD sebagaimana dijelaskan sebelumnya

merupakan suatu sistem yang memberikan fleksibilitas kepada SKPD dalam mengelola
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keuangannya. Sehingga prinsip fleksibilitas merupakan hal yang penting dalam implementasi
BLUD ini. Untuk mengetahui seberapa baik implementasi BLUD ini perlu dilakukan tinjauan
dalam prinsip fleksibilitas ini. Adapun prinsip fleksibilitas pada tata kelola BLUD dibagi menjadi
empat prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi (Nurningsi dkk,
2018). Oleh karenanya fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi dari empat prinsip
fleksibilitas tersebut yang menunjukkan bahwa:

a. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Menurut
Standar Akuntansi Pemerintah, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, prinsip transparansi dalam instansi pemerintah di
Surakarta dapat dilihat dari adanya publikasian mulai dari perencanaan hingga laporan
keuangan milik instansi agar dapat diakses oleh semua orang. Selain itu, instansi pemerintah
tersebut memiliki situs web yang mudah diakses oleh publik untuk menginformasikan terkait
laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa instansi, sarana kritik dan saran dari
masyarakat. Instansi pemerintah ini juga melakukan pelaporan rutin baik tahunan atau bulan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi keuangan ini juga didukung dengan
adanya audit laporan keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang diobservasi.
Menurut Herlianto (2017) dengan adanya prinsip transparansi pada pengelolaan BLUD di
RSUD akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga mereka dapat
menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan rencana program dengan kinerja
keuangan, menilai ada atau tidak tindak korupsi dalam perencanaan hingga pelaksanaan
anggaran, mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada
BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bersinggungan

dengan adanya modifikasi pada pencatatan laporan keuangan yang awalnya berbasis kas
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menjadi berbasis akrual. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil
kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang
diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Pengelolaan yang dilaksanakan pada
instansi pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dimana tata
administrasi akan segera dilaksanakan dan diserahkan kepada pihak terkait.

Radjak dan Taidi (2022) melakukan penelitian di BLUD Puskesmas Tolangohula
dimana BLUD telah menerima pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan berupa
karcis, SKRD dan SSRD dalam mengelola retribusi namun terdapat kendala penyetoran
pendapatan retribusi yang menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Puskesmas
Tolangohula belum sesuai dengan alur pengelolaan keuangan dimana administrasi layanan
tindakan diterima oleh perawat dan kebidanan tidak secara langsung ke bendahara
penerimaan, padahal seharusnya seluruh pendapatan Puskesmas menjadi tanggung jawab
bendahara penerimaan. Sedangkan pada instansi pemerintahan yang diteliti oleh peneliti
sudah terdapat kesesuaian antara implementasi dengan alur yang ada pada Permendagri No
79 Tahun 2018, dibuktikan dengan adanya pemusatan pendapatan langsung ke bendahara
penerimaan BLUD. Bukti lain pada instansi yang diteliti, terdapat karyawan khusus untuk
mengelola dana BLUD, baik yang bertugas mengelola dana, administrasi BLUD sehingga
bendahara BLUD dapat mengontrol penuh arus kas dana BLUD dan pertanggungjawaban
keuangan dilakukan langsung oleh bendahara BLUD. Dari paparan tersebut dapat dikatakan
bahwa dari segi akuntabilitas, instansi pemerintah yang diteliti sudah memiliki akuntabilitas
yang cukup baik.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan
organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. Indikator
responsibilitas menurut hasil kajian penelitian GEG (Good Executive Governance) pada
tahun 2006 yakni kejelasan tanggung jawab dan wewenang, memiliki komitmen untuk
melaksanakan tanggung jawab, memiliki kebijakan pengelolaan SDM, memiliki kebijakan
pengelolaan keuangan, memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana, serta memiliki
kebijakan mengenai metode kerja. Sebagaimana penelitian Radjak (2022) menjelaskan
bahwa responsibilitas dapat dibuktikan dengan tersedianya dokumen RBA, dokumen tata

kelola juga adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan remunerasi.
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Berdasarkan pernyataan Radjak (2022), dapat dikatakan bahwa BLUD instansi pemerintah
di Surakarta sudah menerapkan Permendagri No 79 Tahun 2018 dibuktikan dengan
tersedianya dokumen yang disebutkan juga dilakukan pengelolaan sumber daya manusia
dengan baik dan adanya remunerasi berbasis kinerja di instansi pemerintah tersebut. Dari
uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah instansi pemerintah
di Surakarta sudah menerapkan Permendagri nomor 79 tahun 2018.
d. Independensi

Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat (Radjak, 2022).
Sebagaimana independensi yang dijelaskan oleh Radjak (2022), dari hasil analisis peneliti,
instansi pemerintah di Surakarta telah mandiri dalam mengelola organisasi secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
Fleksibilitas lain juga ditunjukkan dengan adanya kebebasan instansi dalam memilih serta
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga mengenai pengembangan maupun operasional
dari kegiatan instansi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebebasan dari instansi
untuk memilih penyedia bahan baku maupun obat-obatan yang akan digunakan. Fleksibilitas
juga terlihat dalam kebebasan yang dimiliki instansi pemerintahan tersebut untuk melakukan
pembiayaan seperti pembiayaan operasional, pembiayaan pengembangan fasilitas, serta
pengembangan SDM seperti adanya pelatihan dan sosialisasi kepada staff maupun karyawan
instansi pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa salah satu instansi rumah sakit di
Surakarta telah memberikan gambaran mengenai prinsip fleksibilitas yang terkandung dalam
implementasi BLUD. Sehingga dalam penelitian menggambarkan bahwa PPK-BLUD lebih
fleksibel penggunaannya dalam hal pengelolaan dana BLUD dengan penerapan prinsip-prinsip

yang telah diuraikan.

PENUTUP
Implementasi BLUD merupakan bagian penting dari upaya menciptakan sistem tata kelola

yang baik dalam pemerintahan. BLUD memberikan layanan kepada masyarakat tanpa
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mengutamakan keuntungan dan melibatkan perubahan sistem akuntansi dan pengelolaan anggaran
untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan instansi pemerintah seperti
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
menjadi kunci dalam menerapkan prinsip-prinsip BLUD, seperti transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, dan independensi, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Instansi di Surakarta yang
diteliti telah menunjukkan implementasi yang baik terkait dengan prinsip fleksibilitas ini dalam

penerapan Permendagri No 79 Tahun 2018.
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